[image: image1.emf]
KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS 
NOMOR  148.22 / 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN  PEMEGANG KEKUASAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) 

DANPENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA (PPKD) DI DESA KALIPELUS

TAHUN ANGGARAN  2024
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KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWANEGARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPELUS 
NOMOR  148.22/ 8  TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN  PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PKPKD) 

DAN   PENUNJUKAN  PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)

DI DESA KALIPELUS KECAMATAN PURWANEGARA 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024
KEPALA DESA KALIPELUS,

	Menimbang
	:
	bahwa  untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Petugas Pengeloala Keuangan Desa di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;



	
	
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalipelus tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)  dan Petugas Pengeloala Keuangan Desa (PPKD) .


	Mengingat
	:
	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah  Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaraan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah  Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57;
Peraturan Desa Kalipelus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018Nomor 001);
Peraturan Desa Kalipelus Nomor 09 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2018 Nomor 008);
Peraturan Desa Kalipelus Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kalipelus Tahun 2022 Nomor 3);
Peraturan Desa Kalipelus Nomor 8 Tahun 2028 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kalipelus  Tahun 2023 Nomor 8).
Peraturan Kepala Desa Kalipelus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Kalipelus Tahun 2023 Nomor 6).


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menunjuk  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa  

(PKPKD)di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

	KEDUA
	
	Menunjuk  Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) di Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

	KETIGA
	:
	Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan :

	
	
	a.
	Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

	
	
	b.
	Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan Barang Desa;

	
	
	c.
	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

	
	
	d.
	Menetapkan PPKD;  

	
	
	e.
	Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL:

	
	
	f.
	Menyetujui RAK Desa; dan

	
	
	g.
	Menyetujui SPP.


	KEEMPAT
	:
	1
	Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas :

	
	
	a.
	Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;

	
	
	b.
	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;

	
	
	c.
	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

	
	
	d.
	Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  

	
	
	e.
	Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;

	
	
	f.
	Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

	
	
	g.
	Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

	
	
	h.
	Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

	
	
	i.
	Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

	
	
	2.
	Kaur dan Kasi selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas :

	
	
	a.
	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

	
	
	b.
	Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

	
	
	c.
	Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

	
	
	d.
	Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

	
	
	e.
	Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

	
	
	f.
	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tuganya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

	
	
	
	

	KELIMA
	:
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024.

	KEENAM
	
	Penerimaan tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD ) dan Pengelola Pelaksana  Keuangan Desa ( PPKD ) di berikan setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 di potong pajak sesuai aturan yang berlaku

	KETUJUH
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


	Ditetapkan di  Kalipelus

	Pada tanggal,  12 Februari 2024


	KEPALA  DESA KALIPELUS

HARTININGSIH




Lampiran I  :   Keputusan Kepala Desa Kalipelus




  




    Nomor 
: 148.22/8 Tahun 2024




  




    Tanggal 
: 12 Februari 2024

PENUNJUKAN  PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
( PKPKD )

DI DESA KALIPELUS 
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA  

TAHUN ANGGARAN 2024
	No
	Nama
	Jabatan Dalam Dinas
	Di Tunjuk Sebagai
	Honorarium /Bulan (Rp)
	Honorarium /Tahun (Rp)
	Ket

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Hartiningsih 
	Kepala Desa
	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
	600.000
	7.2000.000
	Di potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku


KEPALA DESA KALIPELUS

HARTININGSIH

Lampiran II  :   Keputusan Kepala Desa Kalipelus




  




    Nomor 
: 148.22/8  Tahun 2024




  




    Tanggal 
: 12 Februari 2024


	
	
	
	
	
	
	

	No
	Nama
	Jabatan Dalam Dinas
	Di Tunjuk Sebagai
	Honorarium /Bulan (Rp)
	Honorarium /Tahun (Rp)
	Ket

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Supangat 
	Sekretaris Desa
	Koordinataor PPKD
	500.000
	6.000.000
	

	2
	Samaun
	Kaur Tata Usaha dan Umum 
	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	350.000
	4.200.000
	

	3
	Laeli Nurhida
Yati
	Kasi Pemerintahan
	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan,Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


	350.000
	4.200.000
	

	4
	Afwan Latif
	Kaur Perencanaan
	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	350.000
	4.200.000
	Diberikan selama 12 Bulan (Januari sampai Desember 2023) dan di potong pajak sesuai ketentuan yang berlaku

	5
	Yunita Indah.P
	Kasi Pelayanan
	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan,Bidang Pembinaan Masyarakat ,Bidang Pemberdayaan Masyarakat,Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak
	350.000
	4.200.000
	

	6
	Ary Setiyawan
	Kasi Kesejahteraan
	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaran Masyarakat Desa,Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan,Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberrdayaan Masyarakat,
	350.000
	4.200.000
	

	7
	Sumadi
	Kaur Keuangan
	Bendahara Desa
	350.000
	4.200.000
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KEPALA DESA KALIPELUS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	HARTININGSIH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

















